PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 03 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP
PENETAPAN PPID NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI

Menimbang

Mengingat

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

_bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses

oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat

dan terbatas;

. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan bedasarkan

Penetapan Pejebat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor Tahun 2018, dasar hokum atas dikecualikannya
informasi tertentu perlu dilakukan pengubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka perlu ditetapkan
Penetapan Pengubaha Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan.

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27 97);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
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.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Necgara Republik
Indonesia Nomor 5038);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),;

.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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4. Veraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan

Retormast  Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penvelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
PPelavanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

~Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Retormasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelavanan  Publik  Naswonal  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 27),

Peraturan homisi Informast Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasitikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

7. Peraturan Daerah kKabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten
kendal (Lembaran Daerah Kabupaten kendal Tahun 2012
Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lemberan Daerah
Kabupaten Kendal No 96);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
kKabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
157}

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Memperhatikan

Menetapkan

Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45
Seri E No.40);

: 1. Penetapan PPID Nomor 02 Tahun 2020 tentang

Pengecualian Informasi Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan;
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2020;
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor  Tahun
2020.

MEMUTUSKAN :

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR

TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN
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KEDUA

KETIGA

23

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi
Informasi yang Dikecualikan Nomor 02 Tahun 2020 yang
tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 Maret 2020

KEPALA DINAS KOMINFO KAB. KENDAL
—==... SELAKU
PEJABAIEENGELOLA INFORMASI DAN
i / DOKUMENTASI
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